
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.77, 2010 Kementerian Keuangan. Mengenal Nasabah. 
Lembaga Keuangan Non Bank. Penerapan. 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 /PMK.010/201009 
TENTANG 

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI 
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan 
teknologi informasi di lingkungan industri Perasuransian, 
Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan, maka risiko 
pemanfaatan Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga 
Pembiayaan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan 
pendanaan teroris semakin terbuka;  

b. bahwa dengan semakin terbukanya risiko pemanfaatan 
Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan sebagai 
sarana pencucian uang dan pendanaan teroris, perlu dilakukan 
penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal 
Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenal 
Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3467); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 
1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3477); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 
2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4324);  

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 
Pembiayaan; 

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI 
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:  
1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan 

asuransi jiwa, dan perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang mengenai usaha perasuransian.  

2. Dana Pensiun adalah dana pensiun lembaga keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.  
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3. Lembaga Pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan modal 
ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud 
dalam peraturan presiden mengenai lembaga pembiayaan.  

4. Lembaga Keuangan Non Bank yang selanjutnya disebut sebagai LKNB 
adalah Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan. 

5. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan LKNB untuk 
mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau Rekening dan 
transaksi Nasabah, serta melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan 
Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai, termasuk transaksi 
keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme. 

6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LKNB, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada:  

a. pemegang polis dan/atau tertanggung pada perusahaan asuransi kerugian 
dan perusahaan asuransi jiwa; 

b. klien pada perusahaan pialang asuransi;  
c. peserta dan/atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun pada Dana 

Pensiun; 
d. klien atau penjual piutang pada kegiatan anjak piutang;  
e. konsumen pada kegiatan pembiayaan konsumen;  
f.  lessee atau penyewa guna usaha pada kegiatan leasing atau sewa guna 

usaha;  
g. pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit;  
h. perusahaan pasangan usaha pada kegiatan modal ventura; dan 
i.  debitur pada perusahaan pembiayaan infrastruktur. 

7. Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yang 
mengendalikan transaksi Nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya 
suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum 
atau perjanjian. 

8. Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers) adalah Nasabah yang 
berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki 
risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana pencucian 
uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme. 

9. Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Persons) adalah 
orang, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang 
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berkewarganegaraan asing, yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki 
atau menjalankan kewenangan publik sebagai pejabat penyelenggara  negara  
yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, pejabat lain 
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara 
atau badan usaha milik negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota 
partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional 
partai politik. 

10. Rekening adalah rincian catatan yang lengkap mengenai Nasabah termasuk 
tetapi tidak terbatas pada identitas, transaksi atau Perikatan antara LKNB 
dan Nasabah.  

11. Perikatan adalah perjanjian antara LKNB dan Nasabah, yang sesuai dengan 
kegiatan usaha masing-masing LKNB, termasuk tetapi tidak terbatas pada:  
a. polis pada perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa; 
b. perjanjian antara klien dan perusahaan pialang asuransi;  
c. peraturan Dana Pensiun; 
d. perjanjian sewa guna usaha; 
e. perjanjian pembiayaan konsumen;  
f.  perjanjian anjak piutang; 
g. pembukaan rekening kartu kredit;  
h. perjanjian antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan 

usaha; dan 
i. perjanjian pembiayaan infrastruktur. 

12. Pendanaan Kegiatan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara 
langsung atau tidak langsung untuk  kegiatan terorisme sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

13. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang. 

14. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana 
pencucian uang. 

15. Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries) adalah negara atau 
teritorial yang potensial digunakan sebagai: 
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a. tempat terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang; 
b. tempat dilakukannya tindak pidana asal (predicate offense); dan/atau  
c. tempat dilakukannya aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme. 

16. Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business) adalah bidang usaha yang 
potensial digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana pencucian uang 
dan/atau sarana Pendanaan Kegiatan Terorisme.  

BAB II 
PRINSIP MENGENAL NASABAH 

Bagian Pertama 
Kewajiban Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah 

Pasal 2  
LKNB wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.  

Pasal 3 
Dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, LKNB wajib:  
a. menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah;  
b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah; 
c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan  Rekening dan pelaksanaan 

transaksi Nasabah; dan 
d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan 

dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.  
Bagian Kedua 

Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah 
Pasal 4  

(1) Dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenal  Nasabah, LKNB wajib:  
a. membentuk unit kerja khusus atau menugaskan anggota direksi atau 

pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang 
bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 

b. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan 
Nasabah, identifikasi dan verifikasi Nasabah, pemantauan terhadap 
Rekening dan transaksi Nasabah, dan manajemen risiko yang berkaitan 
dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dituangkan dalam 
pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 
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